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RINGKASAN

Tuntunan reformasi melalui perubahan UUD 1945 melahirkan Lembaga negara
baru yakni DPD RI yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun
1945. Tindak lanjut Pasal tersebut dimuat dalam UU MD3 yang sudah mengalami
3 kali perubahan. Namun, terkait wewenang dan tugas antara DPR dan DPD
mengalami ketimpangan yang signifikan, dimana DPD hanya berwenang seputar
mengajukan dan membahas RUU bersama DPR, namun DPD tidak ikut dalam
pengambilan keeputusan akhir. Padahal Indonesia disebut negara yang menerapkan
prinsip bikameral dalam Lembaga perwakilannya. Namun anomaly terjadi karena
DPD terkesan bukan majelis yang setara dengan DPR melainkan hanya sebagai co-
legislator yang mendampingi DPR. Padahal DPD dan DPR sama-sama memiliki
legitimasi demokrasi yang kuat. Untuk Kkajian comperative, peneliti
membandingkan sistem bikameral Indonesia dengan negara lain yakni Jepang dan
Amerika Serikat, untuk membandingkan bagaimana cara DPR dan DPD versi
negara-negara tersebut bekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Sesuai dengan sifat
penelitian yang digunakan yakni reform-oriented research, maka pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan
dengan mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran
ilmiah berdasarkan konsep hukum; serta pendekatan perbandingan (comparative
approach) yakni pendekatan yang membandingkan hukum di Indonesia dengan
hukum di negara lain, yang dalam hal ini adalah Jepang dan Amerika Serikat. Untuk
menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan dan diinventarisir berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya diolah dengan membagi bahan hukum
sesuai dengan bagian permasalahan, dan disusun sedemikian rupa untuk menjawab
isu hukum yang dirumuskan.

Saat ini DPD memiliki fungsi legislasi dari kewenangannya untuk mengajukan
RUU kepada DPR dalam bidang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945; kemudian fungsi anggaran berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan fungsi pengawasan berkaitan dengan
pengawasan atas undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan



sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan
hasil pengawasan itu kepada DPR. Kewenangan-kewenangan tersebut bahkan
secara sekilas sudah dapat terlihat bahwa DPR seakan-akan hierarkinya berada di
atas DPD. Hal ini dapat diketahui dengan keputusan akhir tetap berada di tangan
DPR karena DPD hanya sebagai majelis yang berhak memberikan usulan dan
pertimbangan saja. Terbatasnya ruang lingkup fungsi dan wewenang yang dimiliki
oleh DPD, menyebabkan posisi DPD seakan-akan hanya sebagai lembaga negara
yang merupakan subordinasi dari DPR saja, dan bukan lembaga yang
kedudukannya sama dengan DPR sebagaimana dimaknai dalam prinsip bikameral.

Beberapa perubahan mendasar dalam rangka memperkuat posisi DPD dalam
kekuasaan legislatif dipusatkan kepada fungsi fungsi legislasi, fungsi pengawasan
dan fungsi anggaran sebagaimana yang saat ini hanya dimiliki oleh DPR saja,
sedangkan kewenangan DPD terhadap 3 (tiga) fungsi tersebut sangatlah lemah.
Karena itulah, untuk memperkuat DPD dalam tugas dan kewenangannya, maka
diperlukan formulasi terhadap fungsi yang dimilikinya yakni juga memiliki
kewenangan secara penuh untuk bertanggungjawab di bidang legislasi,
pengawasan, dan anggaran. Dalam bidang legislasi, DPD tidak hanya berwenang
untuk mengajukan RUU tentang daerah saja, namun juga berwenang untuk
membahas serta menyetujuinya secara bersama-sama dengan Presiden dan DPR.
Kemudian dalam hal pengawasan, DPD tidak hanya mengawasi lalu
melaporkannya ke DPR, namun DPD juga dapat menindaklanjuti temuan yang
dihasilkannya. Terakhir, dalam hal anggaran, DPD juga berwenang untuk
membahas serta menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden.
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Kata Kunci : Bikameral, Perbandingan Hukum, Dewan Perwakilan Daerah

DPD hanya berwenang seputar mengajukan dan membahas RUU bersama DPR,
namun DPD tidak ikut dalam pengambilan keeputusan akhir. Padahal Indonesia
disebut negara yang menerapkan prinsip bikameral dalam Lembaga perwakilannya.
Namun anomaly terjadi karena DPD terkesan bukan majelis yang setara dengan
DPR melainkan hanya sebagai co-legislator yang mendampingi DPR. Padahal
DPD dan DPR sama-sama memiliki legitimasi demokrasi yang kuat. Untuk kajian
comperative, peneliti membandingkan sistem bikameral Indonesia dengan negara
lain yakni Jepang dan Amerika Serikat, untuk membandingkan bagaimana cara
DPR dan DPD versi negara-negara tersebut bekerja.

DPD memiliki fungsi legislasi dari kewenangannya untuk mengajukan RUU
kepada DPR dalam bidang tertentu; kemudian fungsi anggaran berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan fungsi pengawasan berkaitan dengan
pengawasan atas undang-undang dalam bidang tertentu serta menyampaikan hasil
pengawasan itu kepada DPR. Kewenangan tersebut secara sekilas sudah dapat
terlinat bahwa DPR seakan-akan berada di atas DPD. Terbatasnya ruang lingkup
fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh DPD, menyebabkan posisi DPD seakan-
akan hanya sebagai lembaga negara yang merupakan subordinasi dari DPR saja,
dan bukan lembaga yang kedudukannya sama dengan DPR sebagaimana dimaknai
dalam prinsip bikameral.

Beberapa perubahan mendasar dalam rangka memperkuat posisi DPD dalam
kekuasaan legislatif dipusatkan kepada fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan
fungsi anggaran. Dalam bidang legislasi, DPD tidak hanya berwenang untuk
mengajukan RUU tentang daerah saja, namun juga berwenang untuk membahas
serta menyetujuinya secara bersama-sama dengan Presiden dan DPR. Kemudian
dalam hal pengawasan, DPD tidak hanya mengawasi lalu melaporkannya ke DPR,
namun DPD juga dapat menindaklanjuti temuan yang dihasilkannya. Terakhir,
dalam hal anggaran, DPD juga berwenang untuk membahas serta menyetujui RUU
APBN yang diajukan oleh Presiden.
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ABSTRACT
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Regional Representative Council has the authority to propose and discuss bills with
the House of Representative, but the Regional Representative does not participate
in making final decisions. Even though Indonesia is said to be a country that applies
the bicameral principle in its representative institutions. For the comparative study,
researchers compared Indonesia’'s bicameral system with other countries, namely
Japan and the United States, to compare how these countries' versions of the House
of Representatives and Regional Representative work.

Regional Representative has a legislative function from its authority to submit bills
to the House of Representatives in certain fields; then the budget function is related
to the balance of central and regional finances; and the supervisory function is
related to monitoring laws in certain fields and conveying the results of that
supervision to the House of Representatives. At a glance, this authority can be seen
that the House of Representatives seems to be above the Regional Representative.
The limited scope of functions and authority possessed by the Regional
Representative has caused the Regional Representative position to appear as if it
were only a state institution which is subordinate to the House of Representatives,
and not an institution with the same position as the Regional Representative as
interpreted in the bicameral principle.

Several fundamental changes in order to strengthen the Regional Representative
position in legislative power are focused on the legislative function, supervisory
function and budget function. In the field of legislation, the Regional Representative
not only has the authority to propose regional bills, but also has the authority to
discuss and approve them jointly with the President and the House of
Representatives. Then in terms of supervision, the Regional Representative not only
supervises and reports it to the House of Representatives, but the Regional
Representative can also follow up on the findings it produces. Finally, in terms of
the budget, the Regional Representative also has the authority to discuss and
approve the State Budget proposed by the President.
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